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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); · 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan 
Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota Makassar tentang Piagam Audit Internal. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengawasan yang efektif 
harus didukung dengan Sumber Daya Aparatur Inspektorat 
yang Profesional, handal dan berwibawa dalam rangka 
mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, 
bertanggung jawab dan akuntabel sesuai lnstruksi Presiden 
Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Percepatan Peningkatan Kualitas 
Akuntabilitas Keuangan Negara, maka dipandang perlu adanya 
pengaturan mengenai piagarn audit internal di lingkungan 
Pemerintah Kota Makassar melalui pendekatan yang 
sistematis; 
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13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Serita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2010 Nomor 30). 

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Derah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 
Nomor 7); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); · 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 
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Pasal 2 
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah yang dibuat dalam rangka 
meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP untuk 
meningkatkan nilai serta perbaikan melalui pendekatan yang sistematis. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Makassar; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah; 
3. Walikota adalah Walikota Makassar; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar; 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Perangkat daerah pada Pemerintah daerah Kota Makassar; 
6. lnspektorat adalah lnspektorat Kota Makassar; 
7. Piagam Audit {Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang 

menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan 
intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota 
Makassar dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan 
pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan; 

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, 
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 
di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; 

11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP, adalah 
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan 
intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang 
terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga 
Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern 
pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan Perundang­ 
Undangan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PIAGAM 
AUDIT INTERNAL. 

Menetapkan 
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Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 8 Januari 2016 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 7 Januari 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Walikota ini. 

(2) 

Pasal 4 
Piagam Audit Internal memuat atas Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi 
Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, 
Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan 
Inspektorat Kota Makassar Kade Etik Dan Standar Audit APTP, Persyaratan 
Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor, 
Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala; 

( 1) 

BAB III 
PIAGAM AUDIT INTERNAL 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini merupakan pedoman dalam upaya 
melakukan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas manajemen resiko, 
pengendalian, dan proses tata kelola APIP. 

Pasal 3 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 2

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


